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Kepada Yth I Io ;

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal I Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan I The lndonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan Rl

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 ! llead of Corporate Valuation Division 2
Bursa Efek lndonesia I lndonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek lndonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal l Subject : Penyampaian Bukti lklan Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2019 PT Selamat Sempurna Tbk
I Submission Proof of Annourcement of Distribution Final Dividend for Book Year 2019 PT
Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk
telah melakukan Pengumuman kepada para Pemegang
Saham mengenai jadual dan tata cara pembagian
Dlviden Final tahun buku 2019 di dalam surat kabar
harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia" pada
Senin, 27 Juli 2020. Sebagai referensi, terlampir adalah
bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Hormat kami I Regards,
Y'PT Selamat Sempurna Tbk

ANG ANDRIPRIBADI
Direktur I Director

Tembusan Yth I CC :

With due respect,

Referring to the subject mentioned above, hereby we
informed that Pf Selamat Sempurna Tbk has announce to
the Shareholders for schedule and procedure distribution
of Final Dividend for financial year 2019, in lndonesian
daily newspapers "Media lndonesia" on Monday, 27 July

2020. For your reference, attached is the proof of above
notice.

Please be informed accordingly, thank you for your kind
attention.

h

L. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor R:il, OJK I Director of the
Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)

2. Direksi PT Bursa Efek lndonesia I Board of Directors lndonesia Stock Exchange
3. PT Kustodian Sentral Efek lndonesia I The lndonesian Central Securities Depository ("KSEl")
4. PT Sinartama Gunita (Biro Ailminitrasi Efek) | Share Registrar.



 

This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of 
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PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG  

PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL  
TAHUN BUKU 2019 

 

 ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS  
ON  

DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND  
FINANCIAL YEAR 2019 

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat 
Sempurna Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan pada tanggal 24 Juli 2020, antara lain telah menyetujui 
pembagian dividen tunai sebesar Rp.339.761.850.960,- atau Rp.59,- 
setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan 
dengan; 
 dividen interim pertama sebesar Rp.10,- setiap saham yang 

telah dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2019,  
 dividen interim kedua sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah 

dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2019, dan  
 dividen interim ketiga sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah 

dibayarkan pada tanggal 22 November 2019,  
sehingga sisanya sebesar Rp.109.414.833.360,- atau Rp.19,- setiap 
saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan 
jadual dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut; 
 
 

 

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna 
Tbk (the“Company”) that the Annual General Meeting of Shareholders 
of the Company on 24 July 2020, has resolved, among others, an 
amount of Rp.339.761.850.960,- or Rp.59,-  to be distributed as cash 
dividend, taking into account with; 
 
 the first interim dividend of Rp.10,- per share which has been paid 

on 25 June 2019,  
 second interim dividend of Rp.15,- per share which has been paid 

on 23 August 2019 and  
 third interim dividend of Rp.15,- per share which has been paid on 

22 November 2019,  
as such remaining in the amount of  Rp.109.414.833.360,- or Rp.19,- 
per share will be paid as final dividend (hereafter referred as 
“Dividend”), with the following  schedule and procedures of 
distribution  as follows: 
 

Jadual Pembagian Dividen │ Schedule of Dividend Distribution: 
 

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi │ 
Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market 

: 04 Agustus | August 2020 

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi │ 
Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market 

: 05 Agustus | August 2020 

Cum Dividen di Pasar Tunai │ 
Cum-Cash  dividend on Cash Market 

: 06 Agustus  | August 2020 

Ex Dividen di Pasar Tunai │   
Ex-Cash dividend on Cash Market 

: 
07 Agustus  | August 2020 

DPS yang berhak atas Dividen tunai │  
Recording Date 

: 
06 Agustus  | August 2020 

Tanggal Pembayaran Dividen │  
Dividend Payment Date                                     

: 
25 Agustus  | August 2020 

 
Tata Cara Pembagian Dividen: 

1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 
(“DPS”) atau recording date pada tanggal 06 Agustus 2020 
dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan 
perdagangan tanggal 06 Agustus 2020. 

2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam 
penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan 
melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening 
Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 
Agustus 2020. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang 
sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, 
maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang 
Saham ke alamat Pemegang Saham. 

3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak 

 

Procedure of the Dividend Distribution: 
1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are 

listed in the Shareholders Register of the Company (“DPS”) or 
recording date on 06 August 2020 and/or the owner of the 
Company’s shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on 06 August 
2020. 

2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of 
KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be 
distributed to the stock account of the Securities company and/or 
the Custodian Bank on 25 August 2020. As for Shareholders 
whose shares are not included in the collective custody of KSEI, 
then the Company will send a cheque in the name of the 
Shareholders to the shareholder's address. 
 

3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with 
prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are 
requested to provide the required documents, which are: 
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diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, 
yaitu : 
a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan 

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum 
mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak (“NPWP”), 
diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau 
Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 06 Agustus 
2020 pukul 16:00 BBWI. Tanpa pencantuman NPWP 
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan 
Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan 
(“PPh”) sebesar 30%. 

b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar 
Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty 
dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif 
pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) 
jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-
25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara 
Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat 
Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format 
dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 kepada KSEI 
atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 06 
Agustus 2020 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD 
dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan 
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.   

4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau 
klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang 
Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif 
KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan 
Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham 
membuka rekening efek. 

 
 

 
 
a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer 

and have not submit the Taxpayer Identification Number 
(Nomor Pokok Wajib Pajak/”NPWP”), are requested to 
submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on 
06 August 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Standard 
Time. Without a copy of NPWP, the payment of Dividend to 
Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax 
at the rate of 30%. 
 

b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a 
country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia 
can benefit from a reduction in the normal tax withholding 
rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided 
that such shareholder can fulfill the requirements as laid 
down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-
25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for 
Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident 
taxpayer’s Certificate of Domicile, by using the forms and 
manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule 
No. PER-25/PJ/2018 to KSEI or Registrar at the latest on 06 
August 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Standard 
Time. Without COD of the said format, the Dividend will be 
subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%. 

 
4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation 

to the cash dividends that have been paid out to and received by 
the Shareholder whose shares are placed in the collective custody 
of KSEI, such Shareholder is required to settle such issues or claim 
with the Securities Company and/or the Custodian Bank with 
which the Shareholder has opened a securities account. 

 

   Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi : 
Corporate Secretary : Lidiana Widjojo 
Alamat : Wisma ADR Lantai 2 

Jl. Pluit Raya I No. 1 ,  
Jakarta 14440 

Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244 
Email : Lidiana.widjojo@adr-group.com 

corporate@adr-group.com 

 
IR Team : Loviana Luo 
Alamat : Wisma ADR Lantai 2 

Jl. Pluit Raya I No. 1 ,  
Jakarta 14440 

Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244 
Email : Loviana.luo@adr-group.co.id 

corporate@adr-group.com 
 

 

   For further information, please contact the following : 
Corporate Secretary : Lidiana Widjojo 
Address : Wisma ADR 2nd Floor 

Jl. Pluit Raya I No. 1 ,  
Jakarta 14440 

Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244 
Email : Lidiana.widjojo@adr-group.com 

corporate@adr-group.com 

 
IR Team : Loviana Luo 
Alamat : Wisma ADR Lantai 2 

Jl. Pluit Raya I No. 1 ,  
Jakarta 14440 

Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244 
Email : Loviana.luo@adr-group.co.id 

corporate@adr-group.com 
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“KAMI tidak akan main-main dalam
menerapkan protokol kesehatan,” janji
itu diungkapkan Direktur Utama Kebun
Binatang Surabaya (KBS), Chairul Anwar,
kemarin. 

Bersama direksi lain, ia sudah memu-
tuskan untuk membuka KBS hari ini.
Sebelumnya, pengecekan dan izin sudah
diberikan Balai Konservasi Sumber Daya
Alam, Perhimpunan Sarjana dan Profe-
sional Kesehatan Masyarakat Indonesia,
dan Dinas Kesehatan Surabaya. 

Chairul menyatakan akan menaati
petunjuk ketiga lembaga itu. Yang per-
tama terkait dengan jumlah pengunjung
yang dibatasi 50% dari kapasitas, atau
sekitar 32 ribu orang. “Semua pengun-

jung wajib pakai masker dan diperiksa 
kesehatannya.” 

Di Bali, pembimbing umat Katolik 
Alfridus Bere Lelo Pr, meminta jemaat 
di Katedral Denpasar agar renda hati, 
mengikuti, dan menaati seluruh proto-
kol kesehatan. “Jangan bersungut ketika 
petugas memeriksa suhu tubuh dan 
meminta kita mencuci tangan. Mari kita 
ikuti dengan rendah hati,” tuturnya. 

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan 
juga terus mendorong warganya mene-
rapkan protokol kesehatan. 

“Setelah imbauan, kami akan segera 
menerbitkan peraturan gubernur soal 
protokol kesehatan. Hukumnya wajib 
bagi warga dan sanksi bagi pelanggar-

nya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lesty 
Nuraini. 

Salah satu aturan ialah mewajibkan 
penggunaan masker. “Pelanggarnya akan 
mendapat sanksi berbentuk denda atau 
sanksi lain,” tambah Lesty. 

Cara berbeda dilakukan Lurah Pena-
tih, Kota Denpasar, Wayan Astawa. Ia 
memilih sering memantau keberadaan 
penduduk nonpermanen di wilayahnya, 
yang tinggal di kamar indekos dan kon-
trakan. 

“Saya harus memberikan rasa nya-
man dan aman. Saya harus memastikan 
penduduk nonpermanen tidak menjadi 
sumber penularan, mereka sehat,” lanjut 
Wayan. (FL/OL/DW/RS/N-2)

JIKA memiliki iktikad untuk melin-
dungi masyarakat adat, langkah Pe-
merintah Kabupaten Lebak, Banten, 
dan Bulukumba, Sulawesi Selatan, 
bisa ditiru. Mereka menerbitkan per-
aturan daerah sebagai pengakuan ter-
hadap keberadaan masyarakat adat. 

Saat ini pemerintah daerah memang 
jadi tumpuan untuk memberikan per-
lindungan pada hak-hak masyarakat 
adat. Pasalnya, di tingkat nasional, 
undang-undang yang diharapkan bisa 
memayungi masyarakat adat, tidak 
juga kelar dibahas. 

Tidak tanggung-tanggung, dua 
periode jabatan anggota DPR RI, 
Rancang an Undang-Undang Masya-
rakat Adat mogok di tengah jalan. 
Pada 2014, RUU sudah dibahas dalam 
panitia khusus oleh anggota DPR RI 
periode 2009-2014. 

Sayangnya, Pansus tidak mampu 
menyelesaikan RUU Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat 
Hukum Adat itu, sampai masa jabatan 
mereka berakhir. 

Upaya berlanjut pada 2017. Fraksi 
Partai NasDem jadi pengusulnya. 
Sempat disetujui sebagai Program 
Legislasi Nasional Prioritas 2018. Pre-
siden Joko Widodo sempat mengelu-
arkan Surat Perintah Presiden tentang 
pembentukan tim pemerintah yang 
akan membahas RUU Masyarakat 
Adat bersama DPR. 

Namun, sampai masa jabatan ang-
gota DPR 2014-2019 berakhir, peme-
rintah tidak bisa menyerahkan daftar 
inventarisasi masalah kepada DPR. 
RUU pun gagal lagi. 

Tahun ini, NasDem kembali meng-
usung RUU Masyarakat Adat masuk 
Prolegnas. Mereka bersama PDIP 
dan PKB. 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nas-
Dem Sulaeman L Hamzah yang gigih 
mengangkat masalah ini sejak 2014, 
mengatakan status RUU Masyarakat 
Adat saat ini carry over di DPR. “Ting-r
gal dilengkapi saat pembahasan.”

Daftar inventaris masalah disiapkan 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN) untuk disandingkan dengan 
daftar dari pemerintah. “Untuk men-
jamin perlindungan dan pengakuan 
terhadap masyarakat adat, kami akan 
menyisir kembali pasal per pasal,” 
janjinya. 

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka 
Sombolinggi, mengatakan UU Masya-
rakat Adat sangat fundamental guna 
perlindungan dan pemenuhan hak 
konstitusional masyarakat adat. Saat 
ini banyak peraturan tentang masya-
rakat adat yang justru menyulitkan 
mereka untuk mendapatkan hak-hak 
tradisional.

“UU tentang masyarakat adat perlu 
sebagai peletak dasar pengaturan 
beserta hak-hak yang bersifat kompre-
hensif. Masyarakat adat menantikan 
RUU segera disahkan guna menekan 
peningkatan angka kriminalisasi,” 
tandasnya. 

Kriminalisasi sering terjadi selama 
2019. Salah satunya Masyarakat Adat 
Sihaporas di Kabupaten Simalungun, 
Sumatra Utara, yang berhadapan de-
ngan Hutan Tanaman Industri (HTI). 
Ada juga kasus masyarakat adat pela-
dang di Kotawaringin Barat, Kaliman-
tan Tengah, yang menjadi pesakitan 
karena membuka lahan kurang dari 
1 hektare dengan cara dibakar. 

“Ada 51 kasus kriminalisasi terha-
dap masyarakat adat sampai Desem-
ber 2019. Mayoritas terkait dengan 
tuduhan penebangan hutan,” tambah 
Ketua Bidang Manajemen Penge-
tahuan Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) Rahma 
Mary. (Ant/N-2)

Memulai dengan Protokol Kesehatan Ketat

Disiplin 
Dimulai dari 

pp

Aparatur
RENDY FERDIANSYAH
rendy@mediaindonesia.com                                          

APARATUR sipil negara seharus-
nya menjadi teladan di masa
pandemi. Alih-alih memberi-
kan contoh, di sejumlah daerah,

justru mereka menjadi korban wabah ka-
rena abai dengan protokol kesehatan. 

Di Bangka Belitung, tiga aparatur sipil
negara harus mendapat perawatan ka-
rena positif covid-19. Dua di antaranya
pegawai di Sekretariat DPRD. Mereka
diduga terjangkit setelah mengikuti kun-
jungan anggota Komisi II ke Palembang
dan Lampung. 

“Keduanya merupakan notulen Komisi
II. Setelah mereka dinyatakan positif 
covid-19, semua anggota DPRD yang
mengikuti kunjungan kerja itu juga men-
jalani tes cepat,” kata Sekretaris DPRD,
Syaifudin, kemarin. 

Kunjungan dilakukan pada Juni lalu,
di tengah keganasan pandemi. Lewat
media sosial, banyak warga mengkritik 
kegiatan itu, tetapi anjing menggonggong,
kafi lah berlalu. 

ST, ASN di Kabupaten Bangka Tengah,
juga positif korona. Ia baru pulang dari
perjalanan dinas ke luar daerah, saat
menjalani tes usap dan dinyatakan positif 
covid-19.

Pekan lalu, di Jawa Tengah, Bupati Pe-
malang Junaedi, istrinya, Irna Setyawati,
Sekretaris Daerah M Arifi n, dan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Bejo Suwarno,
juga dinyatakan positif covid-19. Tiga
hari sebelumnya, mereka ramai-ramai
menghadiri panen raya. 

Pengabaian itu harus dibayar mahal.
Kantor bupati dan sekretariat daerah ha-
rus disterilisasi dan disemprot disinfektan.
“Kami juga harus melakukan pelacakan
dan tes cepat terhadap 1.000 warga yang

ada di panen raya,” kata juru bicara Gugus 
Tugas Covid-19, Tutuko Rahardjo. 

Pasar ditutup
Di sejumlah daerah, pandemi juga be-

lum menunjukkan tanda-tanda mereda. 
Di Kalimantan Selatan, 118 pasien baru 
harus dirawat, kemarin. Tidak hanya 
warga biasa, tetapi juga sejumlah dokter 
ikut terjangkit covid-19. 

“Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, 
Tanah Laut, dan Barito Kuala menjadi 
penyumbang terbanyak jumlah pasien 
baru. Sampai hari ini sudah ada 5.540 
kasus dengan angka kesembuhan 2.760 
orang,” kata juru bicara Gugus Tugas, 
Muslim. 

Penjangkitan juga masih terjadi di wi-
layah rawan, seperti pasar. Di Banyumas, 
Jawa Tengah, pemerintah kabupaten 
menutup Pasar Sokaraja, setelah lima 
pedagang dinyatakan positif covid-19. 

Sebelumnya, Pasar Wage Purwokerto 
juga ditutup karena ada pedagang yang 
positif korona. “Menutup pasar merupa-
kan pilihan pahit, tetapi harus dilaku-
kan,” kata Bupati Achmad Husein. 

Perlindungan terhadap tenaga kese-
hatan juga belum maksimal. Di Kara-
wang, Jawa Barat, tiga perawat di dua 
puskesmas positif tertular covid-19. 

Dinas kesehatan harus menutup kedua 
puskesmas. “Penutupan berlaku 27 Juli 
sampai 9 Agustus,” kata Kepala Dinas 
Kesehatan Nanik Jodjana. 

Di Nusa Tenggara Timur, delapan 
pelaku perjalanan terjangkit covid-19. 
Tujuh orang setelah menumpang Kapal 
Motor Sangke Palangga dari Sulawesi dan 
satu orang sepulang dari Medan, Sumatra 
Utara. “Jumlah pasien total 25 orang dari 
sebelumnya 17 orang,” kata Kepala Dinas 
Kesehatan Dominikus Mere. (AS/DY/KD/
CS/PO/N-3)

Pengabaian protokol kesehatan harus dibayar mahal. 
Banyak ASN dan pejabat negara juga jadi korban.

Pengakuan terhadap masyarakat adat 
masih sebatas di bibir. Mereka rentan 
dikriminalisasi. Berikut laporan re-
porter Nurul Hidayah. (habis)

Perisai yang 
tak Kunjung 
Datang

K E B E R A G A M A N

ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

KIRAB SYUKUR PETERNAK SAPI: Warga menaiki sapi saat acara kirab syukur peternak sapi di Jurug, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin. Kirab syukur yang diikuti komunitas peternak 
sapi Ngrekso Andini Karyo Family tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas terjualnya sapi mereka menjelang Hari Raya Idul Adha.
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